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P U T U S A N

Nomor 495/Pdt.G/2014/PA.Slw.

DEMI KEADILAN

 BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxx 

Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP 

kelas 2, pekerjaan  Ibu rumah tangga, dahulu 

bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, 

sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas 

dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai 

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohondan saksi-saksi;

Setelah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan 

dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 

Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Slawi dengan register nomor 495/Pdt.G/2014/PA.Slw.  tanggal 18 

Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai  berikut; 

SALINAN

Hlm. 1 dr 13 hlm. Putusan No. 495/Pdt.G/2014/PA.Slw.
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1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan 

pada tanggal 16 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrambe 

Kabupaten Ngawi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 

294/19/IX/2010  tanggal 16 September 2010);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat 

tinggal di rumah Orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Ngawi 

Jawa Timur selama -/+ 1 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua 

Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 1 bulan, telah 

bercampur (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai  anak;

3.  Bahwa semula Rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan 

dengan tentram dan harmonis, namun sejak -/+ Oktober  2010 

Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan 

karena masalah Termohon memaksakan kehendaknya pergi ke 

Taiwan untuk bekerja;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon 

dan Termohon terjadi pada -/+ November 2010 dengan masalah 

yang sama sebagaimana tersebut diatas, yang menyebabkan 

Termohon tanpa izin Pemohon pergi ke Taiwan. Sejak saat itu 

sampai dengan sekarang sudah berjalan selama -/+ 3 tahun 3 

bulan Termohon tidak kembali kepada Pemohon, tidak 

memperdulikan Pemohon,  tidak ada kabar berita serta tidak 

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI; 

5. Bahwa  Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di rumah 

orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Ngawi Jawa Timur 

namun Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti 

di wilayah RI;

6. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon 

merasa rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup 

Disclaimer
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rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk 

diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 

19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atau 

pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo 

pasal 116 huruf ( b ) KHI atau pasal 116 huruf ( f ) KHI;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah 

tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, 

Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga 

dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi  

untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul 

akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon 

berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan 

Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan 

sebagai berikut :

Primair  :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk 

menjatuhkan talak  terhadap Termohon (TERMOHON);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah 

ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon 

tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun 

berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Februari 2014 dan tanggal 

24 Maret 2014  yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah 

SALINAN
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dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak 

datangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati 

Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Termohon, namun 

tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang 

tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon 

dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil 

permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : 

I. Bukti Tertulis

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili  Nomor 475/021/II/2014 

tanggal 17-02-2014,  atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan 

telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan 

aslinya. Diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 294/19/IX/2010  Tanggal 16 

September 2010   yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ngrambe Kabupaten  Ngawi. Bermeterai cukup dan 

telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan 

aslinya. Diberi tanda P.2;

3. Fotocopy  Surat Keterangan Nomor 2007/03/II/2014 tanggal 

17-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungkelor, 

Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa 

TERMOHON adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi 

tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak  November 2010  

sampai sekarang  kurang lebih sudah 3 tahun 3 bulan  tidak 

kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan 

telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan 

aslinya. Diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 45  tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, 

bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, 

bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena 

saksi adalah Paman Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup 

bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten 

Tegal, namun belum dikaruniai  anak;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon 

dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal  di mana 

Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak November 

2010 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada 

Pemohon;

- Bahwa Termohon pergi ke Taiwan  untuk bekerja namun tidak 

diketahui alamatnya yang jelas;

- Bahwa kepergian Termohon tersebut tidak ada izin atau pamit 

kepada Pemohon;

- Bahwa benar Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. Saksi SAKSI II menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena 

saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup 

bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon 

dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal  di mana 

Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
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- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sampai dengan 

sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah kembali kepada 

Pemohon;

- Bahwa Termohon pergi ke Taiwan  untuk kerja, sudah dicari 

namun tidak ketemu;

- Bahwa kepergian Termohon tersebut tidak ada izin atau pamit 

kepada Pemohon;

- Bahwa benar Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, 

Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan 

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya 

mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga 

menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali 

memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan 

ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum 

dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap 

telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud  dan  tujuan permohonan  Pemohon  

adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara 

perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara aquo merupakan yuridiksi  

Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai 

legal standing atau tidak untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (PEMOHON) 

beragama Islam dan perkara aquo termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 

Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  

tentang Peradilan Agama, perkara aquo termasuk kewenangan 

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (PEMOHON), 

berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, dengan demikian perkara aquo 

termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta 

bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat 

dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai 

kualitas (legal standing) untuk mengajukan permohon cerai talak 

terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 

Februari 2014 dan tanggal 24 Maret 2014,  Termohon telah dipanggil 

secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga 

tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah 

untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus 

dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa kehadiran 

Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan  ketentuan Pasal 125 ayat (1) 

HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang 

diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi: 

Artinya : ” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi 

atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan 

tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan 

putusan atasnya “; 

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak 

hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, 

SALINAN
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maka  Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan 

verstek. 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 H.I.R. 

jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di 

persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati 

Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan 

Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dapat 

disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar 

talak terhadap Termohon dengan dua alasan yaitu : Pertama 

berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 

116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yakni Termohon telah 

meninggalkan Pemohon lebih dari 3 tahun lamanya dan berdasarkan 

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam yakni adanya percekcokan yang terus menerus;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 

perceraian dengan dua alasan, maka Majelis hanya akan 

mempertimbangkan salah satu dari kedua alasan yang diajukan oleh 

Pemohon yakni alasan pertama mengenai ketentuan Pasal 19 huruf b 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

 Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan 

pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Disclaimer
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Perkawinan jo. Pasal 116 hurf b Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan 

bahwa  perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 

(b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama  2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya. 

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan 

pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 116 hurf b Kompilasi Hukum Islam tersebut, 

maka alasan perceraian dengan pasal 19 huruf b,  baru bisa terwujud 

apabila  unsur-unsur sebagai berikut di bawah ini telah terpenuhi : 

a. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain 2 (dua)  

tahun berturut-turut;

b.  Meninggalkannya tanpa izin dari pihak lain dan;

c. Meninggalkan pihak lain  tersebut tanpa alasan yang 

sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil 

permohonannya, Pemohon telah  mengajukan dua orang saksi yaitu 

SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya kedua saksi tersebut 

menerangkan bahwa pada saat sekarang keadaan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dikarenakan 

sejak November 2010, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 

tanpa izin pergi ke Taiwan  sampai dengan sekarang sudah 3 tahun 

lebih tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah 

disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-

masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang 

untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan 

menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR 

dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, 

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; 

SALINAN
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Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, 

maka unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung di dalam 

ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 hurf b Kompilasi 

Hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah terpenuhi, 

dengan demikian Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan 

Termohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut, 

cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan 

ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon  untuk 

menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka sesuai 

dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah 

dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, harus diperintahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan  salinan Penetapan Ikrar 

Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi 

tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon 

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang 

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) 

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam 

perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Termohon  yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon  dengan verstek;

3. Memberi izin kepada  Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan 

talak satu roj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang 

Pengadilan Agama Slawi;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk 

mengirimkan  salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon 

dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat 

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon  untuk membayar biaya perkara 

ini sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat 

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari 

Kamis tanggal 26 Juni 2014  M. bertepatan dengan tanggal 27 

Syakban 1435 H., oleh Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag. Wakil 

Ketua Pengadilan Agama slawi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 

Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. 

H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut 

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh UMARDHANI,SHI 

sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD.TTt

d
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Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H., M.Ag.

   Hakim Anggota, Hakim Anggota,

                TTD.TT                                                               TTD.T

T

TtdDrs. NURSIDIK, M.H..               Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.Ttd

UMARDHANI,SHI

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp.     30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp.     50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.   210.000,-
4. Redaksi Rp.       5.000,-
5. Materai Rp.       6.000,-
    Jumlah                 Rp.   301.000,-

CATATAN :

Oleh karena Termohon tidak hadir pada saat putusan ini 

dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita 

Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini 

kepada pihak Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Ketua Majelis

     TTD     Ttd

    TTTTD

                                        Drs. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag.

         Salinan sesuai dengan aslinya
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                                         Plt Panitera Pengadilan Agama Slawi

AGUS HIRSYAM, SH
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